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BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 4Q TAHUN 2021

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG DAN/ATAU PEMBERIAN KUASA
DALAM RANGKA PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN,
PEMINDAHAN/MUTASI, KENAIKAN PANGKAT, KENAIKAN GAJI
BERKALA DAN PENINJAUAN MASA KERJA BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan
memperlancar proses Penyelenggaraan
Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bengkayang, terutama dibidang Pengangkatan,
Pemberhentian, Pemindahan / mutasi, Kenaikan
Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala dan Peninjauan
Masa Kerja sehingga perlu untuk diatur dengan
Peraturan Bupati; .

b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana
pada huruf a, agar dapat berjalan secara efektif
dan efisien, maka perlu dilakukan Pendelegasian
Wewenang kepada Pejabat sesuai dengan tugas
pokok dan fungsi yang melekat pada Organisasi
Perangkat Daerah terkait;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pendelegasian Wewenang dan/atau Pemberian
Kuasa dalam Rangka Pengangkatan,
Pemberhentian, Pemindahan / Mutasi, Kenaikan
Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala dan Peninjauan
Masa Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II
Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran

Mengingat : 1.

Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);

4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terkahir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977
tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3809) sebagaimana



telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977
tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 43);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
202, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6718);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembetukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
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10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 12 Tahun 2002 tentang Persyaratan

Administrasi Untuk Mengikuti Ujian Kenaikan

Pangkat;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 33
Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat Bagi

Pegawai Negeri Sipil Yang Memperoleh Surat

Tanda Tamat Belajar/ljazah;
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Bengkayang (Lembaran  Daerah

Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11,
Tambahan  Lembaran  Daerah Kabupaten
Bengkayang Nomor 11)sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran
Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Bengkayang Nomor 5.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN
WEWENANG DAN/ATAU PEMBERIAN KUASA DALAM
RANGKA PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN,
PEMINDAHAN/MUTASI, KENAIKAN PANGKAT,
KENAIKAN GAJI BERKALA DAN PENINJAUAN MASA
KERJA  BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

BENGKAYANG.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkayang,

2. Pemeriptah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.



L e ————

ook

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten
Bengkayang.

Bupati adalah Bupati Bengkayang.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bengkayang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Bengkayang.

Sekretaris Daerah  adalah  Sekretaris Daerah Kabupaten
Bengkayang.

Pejabat  Pembina  Kepegawaian Kabupaten adalah Bupati
Bengkayang.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkayang.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia selanjutnya disingkat Kepala BKPSDM adalah Kepala
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Bengkayang.

Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang yang terdiri
dari Sekretariat Daerah, Inspektorat, Sekretariat DPRD, Dinas
Daerah, Badan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga lain
Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

Kepala Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Kepala
OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Bengkayang.

Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disingkat PNSD adalah
Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bengkayang adalah warga
negara indonesia yang memenuhi syarat diangkat olah pejabat
pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan
Daerah Kabupaten Bengkayang yang gajinya dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada
Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang, atau dipekerjakan di
luar instansi induknya.

Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disingkat CPNSD
adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Bengkayang
yang berasal dari warga Negara Indonesia yang melamar, lulus
seleksi, dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri
Sipil Daerah Kabupaten Bengkayang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pejabat Berwenang adalah pejabat yang berwenang mengangkat,
memindahkan dan atau memberhentikan Pegawai Negeri Sipil
sesuai dengan Kketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pangkat adalah kedudukan yang menunjukan tingkat seseorang
Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian
susunan kepegawaian yang digunakan sebagai dasar penggajian.
Golongan Ruang adalah golongan ruang gaji pokok sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang
gaji Pegawai Negeri Sipil.

Mutasi adalah perpindahan tugas dan/atau antar instansi pusat
dan instansi daerah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Satuan Kerja
Perangkat Daerah ke Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya.
Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi
kerja dan pengabdian,

Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat adalah ujian
yang tempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang status memiliki dan
memperoleh ijazah melalui izin belajar dan atau tugas belajar;
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21. Kenaikan gaji berkala adalah kenaikan gaji yang diberikan kepada
Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai masa kerja golongan yang
ditentukan untuk kenaikan gaji berkala yaitu setiap 2 (dua) tahun
sekali, dan apabila telah memenuhi persyaratan berdasarkan
peraturan perundangan-undangan yang berlaku

22. Peninjauan masa kerja adalah penghitungan kembali waktu yang
pernah ditempuh oleh CPNS atau PNS selama melaksanakan tugas
sebelum diangkat menjadi CPNS,

23.Jabatan Negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutif yang
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk
di dalamnya jabatan dalam kesckretariatan lembaga tertinggi atau
tinggi Negara, dan kepaniteraan pengadilan.

24.Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai
Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi
Negara.

25. Pendelegasian wewenang adalah pemberian kewenangan oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian kepada pejabat tertentu di
lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan, pemberhentian,
pemindahan/mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan
peninjauan masa kerja bagi Pegawai Negeri Sipil untuk atas
namanya sendiri, tidak atas nama pejabat yang memberi delegasi
wewenang dan dapat memberikan kuasa kepada pejabat lain.

26. Pemberian Kuasa adalah pemberian kewenangan oleh pejabat
Pembina kepegawaian kepada pejabat tertentu di lingkungannya
untuk menandatangani keputusan penetapan pemberian
pengangkatan, pemberhentian, pemindahan/mutasi, kenaikan
pangkat dan kenaikan gaji berkala bagi Pegawai Negeri Sipil atas
nama pejabat yang memberi kuasa dan tidak dapat memberikan
kuasa lagi kepada pejabat lain.

Pasal 2

Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah mempunyai

kewenangan, sebagai berikut :

a. Pengangkatan dan Pemberhentian CPNSD dan PNSD;

b. Mutasi/Pemindahan antar Instansi dan antar Organisasi Perangkat
Daerah;

c. Kenaikan pangkat;

d. Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah;

e. Kenaikan gaji berkala;

f. Peninjauan masa kerja.
BAB 11

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ATAU PEMBERIAN SANKSI
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL DAERAH

Pasal 3

(1) Pengangkatan CPNS dilakukan setelah menjalani masa percobaan 1
(satu) tahun dan telah memperoleh surat tanda tamat Pendidikan
dan Pelatihan STTPL yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian sedangkan CPNS yang menjalani masa percobaan 2
(dua) tahun keatas harus mendapatkan persetujuan teknis
pengangkatan CPNS dari Kantor Regional V (lima) Badan
Kepegawaian Negara (BKN).
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(2) Pemberhentian CPNSD dan PNSD ditetapkan oleh Bupati selaku
Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah terhadap kasus-kasus yang
dilakukan oleh CPNSD dan PNSD yang berdasarkan ketentuan
Perundang-Undangan harus dijatuhi hukuman pemberhentian.

(3) Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah memberikan
sanksi dan atau hukuman kepada CPNSD dan PNSD sesuai dengan
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

(4) Pemberhentian dan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) dilakukan setelah terlebih dahulu mendapat saran
dan/atau pertimbangan Sekretaris Daerah dan Asisten yang
membidangi urusan kepegawaian di Sekretariat Daerah.

Pasal 4

Atas dasar pertimbangan tertentu, Bupati dapat mendelegasikan
kewenangan pengangkatan dan pemberhentian CPNSD dan PNSD
kepada :

a. Sekretaris Daerah;

b. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia; dan
c. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia.
Pasal 5

Pemberian kuasa kepada Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf a, adalah dalam hal menetapkan Petikan
Keputusan Pengangkatan CPNSD Golongan III, Golongan II dan
Golongan I.

Pasal 6

Pemberian kuasa kepada Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf b, adalah dalam hal menetapkan Petikan Keputusan
Pengangkatan menjadi PNSD bagi CPNS Golongan III.

Pasal 7

Pemberian kuasa kepada Sekretaris Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf c, adalah dalam hal menetapkan Petikan Keputusan
pengangkatan menjadi PNSD bagi CPNSD Golongan II dan Golongan 1.

BAB III
PEMINDAHAN/MUTASI
Pasal 8

M_utagi /Perpindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b

dibagi menjadi 2 (dua) yaitu; ,

a. Mutasi/Perpindahan antar instansi keluar dan/atau masuk ke
Kabup.aten Bengkayang,

b. Mutasn/Perpmdahan antar Organisasi Perangkat Daerah yang ada di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang,.



Pasal 9

(1) Bupati.menetapkan persetujuan mutasi/pindah keluar Kabupaten
Bengkayang setelah mendapat permintaan persetujuan mutasi dari
instansi yang dituju dan sedangkan untuk mutasi/pindah masuk
Kabupaten Bengkayang Bupati mengeluarkan Permintaan
Persetujuan kepada Intansi asal Pegawai Negeri Sipil mutasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a.

(2) Bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dapat
melimpahkan kewenangan persetujuan pindah tugas/mutasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Sekretaris Daerah.

(3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Proses mutasi/pindah antar instansi baik keluar dan atau masuk di
Kabupaten Bengkayang hanya diperkenankan bagi PNSD setelah
memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a.telah mengabdi dan/atau melaksanakan tugas secara nyata
sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sejak pengangkatan yang
bersangkutan sebagai CPNSD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bengkayang.

b. pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan mutasi keluar
Kabupaten Bengkayang mengajukan pengganti PNSD yang akan
masuk menggantikan posisinya pada formasi jabatan yang sama.

c. memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai dengan peraturan
Perundang-undangan yang berlaku dan persyaratan lainnya yang
ditentukan baik oleh Pemerintah Kabupaten Bengkayang dan/atau
Daerah yang dituju.

d.dalam hal permohonan pindah/mutasi keluar Kabupaten
Bengkayang yang diajukan oleh suami/istri karena mengikuti
perintah tugas suami/istri sebagai Aparatur Negara, Pejabat Pembina
Kepegawaian dapat mempertimbangkan usul tersebut hanya apabila
PNSD telah bertugas di Pemerintah Kabupaten Bengkayang secara
nyata sekurang-kurangnya S (lima) tahun sejak pengangkatan yang
bersangkutan sebagai CPNSD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bengkayang.

Pasal 11

(1) Bagi PNSD yang mengajukan pindah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 huruf a, dan telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat
Pembina Kepegawaian berupa surat persetujuan tidak dapat lagi
mengurus administrasi kepegawaian di Pemerintah Kabupaten
Bengkayang.

(2) Administrasi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayvat (1),
berupa Kenaikan Pangkat dan Gaji Berkala.

Pasal 12

(1) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
huruf b, dapat diberikan kuasa kepada Sekretaris Daerah
Kabupaten Bengkayang.

(2) Pemberian kuasa kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang
dalam hal penetapan Surat Perintah Penugasan
pemindahan/mutasi Pegawai Negeri Sipil Daerah antar Organisasi
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F-’erangkat Daerah Golongan 1, Golongan Il dan Golongan III di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

(3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Proses mutasi/pindah antar Organisasi Perangkat Daerah di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang hanya diperkenankan

bagi PNSD setelah memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. telah mengabdi dan/atau melaksanakan tugas secara nyata
sekurang-kurangnya  2(dua) Tahun pada Organisasi Perangkat
Daerah tempat Pegawai Negeri Sipil Bertugas;

b. memperhatikan analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap
jabatan PNSD yang akan mutasi;

c. dalam hal permohonan pindah/mutasi antar Organisasi Perangkat
Daerah yang diajukan oleh Organisasi Perangkat Daerah atau
PNSD, Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang dapat
mempertimbangkan usul mutasi tersebut hanya apabila memenuhi
persyaratan sebagai berikut:

1. surat Permohonan mutasi dari Organisasi Perangkat Daerah atau
PNSD yang bersangkutan;

2. surat Rekomendasi/persetujuan mutasi dari Organisasi Perangkat
Daerah asal dengan menyebutkan jabatan Pegawai Negeri Sipil
berkenaan;

3. surat rekomendasi/persetujuan menerima dari Organisasi
Perangkat Daerah yang dituju dengan menyebutkan jabatan yang
akan diduduki;

4. bagi PNSD yang diangkat dari program Afirmasi/Guru Garis
Depan pada Daerah tertinggal tempat/Organisasi Perangkat
Daerah mutasi yang dituju sesuai/sama dengan karakteristik
wilayah pengangkatan awal Pegawai Negeri Sipil tersebut.

BAB IV
KENAIKAN PANGKAT
Pasal 14

Dalam hal Penetapan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal (2) huruf ¢, Bupati dapat memberikan kuasa
kepada:

a. Sekretaris Daerah;

b. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia; dan
c. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia.
Pasal 15
Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a,
untuk menandatangani nota usul Kenaikan Pangkat PNSD Pembina
Golongan Ruang (IV/a) dan Pembina Tingkat | Golongan Ruang (IV/b).
Pasal 16

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, adalah dalam hal

9.



Menandatangani nota usul kenaikan pangkat gol Il kebawah dan

Petikan Keputusan Kenaikan Pangkat:

a. PNSD dalam Pangkat Penata Muda Golongan Ruang (I1l/a) sampai
dengan Penata Tingkat I Golongan Ruang (I1I/d);

b. PNSD diperbantukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bengkayang dalam Pangkat Penata Muda Golongan Ruang (III/a)
sampai dengan Penata Tingkat | Golongan Ruang (III /d).

Pasal 17

mbangan Sumber Daya

Sekretaris Badan Kepegawaian dan Penge
beri kuasa

Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, di

untuk menetapkan Petikan Keputusan Kenaikan Pangkat :

a. PNSD dalam Pangkat Pengatur Muda Golongan Ruang (Il/a) sampai
dengan Pengatur Tingkat I Golongan Ruang (I1/d);

b. PNSD dalam Pangkat Juru Muda Golongan Ruang
dengan Juru Tingkat I Golongan Ruang (1/d) dan/atau ;

c. PNSD yang diperbantukan di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bengkayang dalam Pangkat Juru Muda Golongan Ruang (I/a) sampai

dengan Pengatur Tingkat I Golongan Ruang (I1/d).

(I/a) sampai

BAB V
UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 18

Ujian dinas adalah syarat bagi PNSD yang akan dipertimbangkan
kenaikan pangkat kegolongan setingkat lebih tinggi, sedangkan ujian
kenaikan pangkat penyesuaian ijazah adalah ujian yang dilakukan oleh
PNSD yang memiliki dan memperoleh ijazah melalui ijin belajar dan
atau tugas belajar untuk dipertimbangkan ke jenjang pangkat golongan

yang setara dengan jenjang pendidikan.
Pasal 19

Ujian dinas tingkat I adalah ujian yang harus ditempuh oleh Pegawai
Negeri Sipil dengan pangkat Gol.Ruang Pengatur Tk.I (II/d) untuk
menjadi Pangkat Gol.Ruang Penata Muda (IlI/a) dan Ujian dinas tingkat
I adalah yang harus ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil dengan
Pangkat Gol.Ruang Penata Tk.I (III/d) untuk menjadi Pembina Pangkat

Gol. Ruang (IV/a).
Pasal 20

Penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 adalah ujian
yang tempuh oleh Pegawai Negeri Sipil yang status memiliki dan
memperoleh ijazah melalui izin belajar dan atau tugas belajar untuk
disesuaikan ke jenjang pangkat golongan ruang yang setara dengan
jenjang pendidikan.

BAB VI

KENAIKAN GAJI BERKALA
Pasal 21
Dalam Penetapan Kenaikan Gaji Berkala sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 huruf e, Bupati dapat memberikan kuasa kepada :
a. Wakil Bupati; e
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b. Sekretaris Daerah;
c. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia;
d. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang; dan
e. Asisten Il Administrasi Umum Seckretaris Daerah Kabupaten
Bengkayang.
Pasal 22
Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, diberi
kuasa untuk menetapkan kenaikan gaji berkala bagi Pegawai Negeri
Sipil yang berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang (IV/c)
sampai dengan Pembina Utama Madya golongan ruang (IV/e).

Pasal 23
Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b,
diberi kuasa untuk menetapkan kenaikan gaji berkala bagi Pegawai
Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang (IV/b).

Pasal 24 _
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, diberi kuasa untuk
menetapkan kenaikan gaji berkala bagi Pegawai Negeri Sipil yang
berpangkat Pembina golongan ruang (IV/a).

Pasal 25
Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, diberi kuasa untuk
menetapkan Kkenaikan gaji berkala bagi Pegawai Negeri Sipil yang
berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang (Il1/d) ke bawah di
lingkungan Organisasi Perangkat Daerah yang di pimpinnya.

Pasal 26
Asisten III Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten
Bengkayang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, diberi
kuasa untuk menetapkan kenaikan gaji berkala bagi Pegawai Negeri
Sipil yang berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang (111/d) ke bawah
di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang.

BAB VII
PENINJAUAN MASA KERJA
Pasal 27

(1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 huruf f, Bupati dapat memberikan kuasa kepada Kepala
Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia untuk melakukan Peninjauan Masa Kerja.

(2) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal
penandatangan Petikan Keputusan peninjauan masa kerja Pegawai
Negeri Sipil yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bengkayang.

(3) Persyaratan untuk Peninjauan Masa Kerja Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

a. surat Keterangan Pengangkatan sebagai Tenaga Honorer, Tenaga
Kontrak dan Karyawan yang berbadan hukum.

b. surat Keterangan Pemberhentian sebagai Tenaga Honorer, Tenaga
Kontrak dan Karyawan yang berbadan hukum.

-11-
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¢, melampirkan daftar gaji selama bekerja éébag?i Tenaga Honorer,
Tenaga Kontrak dan swasta atau lainnya yang berbadan hukum.

d. melampirkan daftar riwayat pekerjaan sebelum menjadi Pegawai

~ Negeri Sipil, , A

e, melampirkan Surat Keterangan CPNSD; "
f, melampirkan Foto Copy Kartu Pegawai (karpeg); dan '
g. melampirkan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) satu tahun terakhir.

BABVII
KETENTUAN PENUTUP
 Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati in mylai herlaky, Peraturan Bupati Nomor
7 Tahyn 2017 tentang Pendelegaslan Wewenang Dan /Atau Pemberian
Kuasa =~ Dalamj =~ Rangka = Pengangkatan, Pemberhentian,
Pemindahan/Mutasi, Kenaikan Pangkat, Kenaikan Gaji Berkala Dan
Perifnjayan Masa Kerja Bagl Pegawai. Neger} Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten 'Bengkayang ( Berita Daerah Kabupaten
Bengkayang Tahun 2017 Nomor 7); -dicabut .dan dinyatakan tidak
berlaku, ‘ ~

Pésal 29

Peraturan Bupatj ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar . setlap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peratyran Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Bengkayang.
= _ Diteta'pkar_x di Bengkayang

p—

NGKAYANG,
-
-] %)
< C‘y"!

- 'SEBASTIANUS DARWIS

Piyndangkan dj Bengkayang CONY A e,
pada fanggel {égtember <2021

/" SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

v 4 '
V'-‘,' >.-‘.\ g "70
T A4S PRI R
. _Ik_l jo “.,(:.: I3

2. OBAIKY
““BERIJA PAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2021 NOMOR A8



e ———

—— . Bl Bl BT

1 —

soma

i T e Bl B

e I il -

"

LAMPIRANT . |

- PERATURAN BUPAT! BENGKAYANG

NOMOR ‘{a '~ TAHUN 2021

TENTANG 3!

PENDELEGABIAN  WEWENANG DAN/ATAU

© PEMBERIAN# KUASA DALAM RANGKA
PENGANGKATAN, |
PEMBERHENTIAN,PEMINDAHAN/MUTASI,
KENAIKAN . PANGKAT, = KENAIKAN GAJI
BERKALA DAN PENINJAUAN MASA KERJA BAGI
PEGAWA! - NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG.

CONTQH
KEPUT|JSAN SEKPA MUTASI PNS

LOGO /KOP BUPATI/SEKDA/OPD

KEPUTUSAN BUPATI/SEKDA/OPD
NOMOR

TENTANG '
MUTASI PEGAWAI NEGERI 8IPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG WAIIA EBA

BUPATI/SEKDA/OPD ‘ .
Meninjpang pahwa herdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Pegawai Negeri Sipil
: ya{ig Namaxiyga tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat untuk dimutasikan, oleh
karena ity perly ditetapkan dengan T LA S
Mengipgat -1, Undang-Undang Nomor 10 Tahun: 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah
: "I Tingkat Il Bengkayang; FoA g
2, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3 Peraturpn . Pemerintah 'Repyblik: Indonesia  Nomor 11 Tahun 2017 tentang
{ Manajemen Pegawal Negeri Sipil sebagajmana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah’ Republik Indonesia Nomoar ‘17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan  Pemerinfah Repubplik: Indonesia. - Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil;.~ . g e g
4, Keputusan'.....ien t€NTAAR SATK ivrmpennnizessrasiensenseess
5.' 'qs.'t'""'u"_.".-"--"‘”'.""?"“_"-...'.'."".'i".."";.: . ¢ :
Memperhatikan| 1 Burat riisren, 0O e cberos [ANEEAK, o ivs o oon o perinal - Permintaan mutasi
Li ! egawa] Negeri Sipil Y o fy
3, HRurat 'v,..'...'.‘........;..nomqr.......;...,.tanggal...,....-A......,'..pcrihal Persetujuan mutasi
¢ Pegawel Negeri 8ipil areqe iRt e :
‘i MEMUTUSKAN |
Menetapkan | Vo s .
KESATU i Pegawal Neger! Sipil tersebut dibawah ini a.n.; :
LoNad |
2; NIF ,
3; Pangkat / Gol. Ruang !
4. dJabatan E A
B, Unit Kerj :
Tcm{tung mylai fanggaleemesirsssinrieg dialinkar. menjadi Pegawai Negeri Sipil pada
.'.‘,..;,,,..‘....‘.......;'..,...............;..'......_.............,.,.,.,;'Kabupaten Bengkayang.
KEDUA i Pegawal Negeri Sipil sebagaimana dimpksud pada Diktum KESATU diangkat dalam
apa‘%l""l""|.':""l'V"""l,"'l‘l."“"' dengan k‘cla‘ls Jabat&n J‘q ................
KETIGA ahfla dikemudian harl ternyata' terdapat kekelijuan dalam keputusan ini, akan

Apaila
- dipdakan perlialkan den perhitungan kembali schagalmana mestinya.
KEEMPAT i Aslf Keputuspn ‘inl diberikan kepeda . yang"berﬁang}iutan, untuk' diketahui dan

dipergynakan schagalmana mestinya. " - R
70 I Y TR . Ditetapkan di Bengkayang
. , SRR B ' Pada tanggal .....cccceeiiiieninnn
: '+ BURATI/SEKDA/OPD

Tembusap disampallian dengan herma; kepada .
. Bupat| Bengkayang di Hepgkayang;: ' f w3 :
2. Inspplstur Kebupaten Reppkayang; o S
3. Kepals Badan Pengelojaan Kenangen, Pendapatan Pan Aset Daerah Kab, Benghayang~ | 3\

4. dst.ly |
s s /
B\ WA T 1
L N NSEBASTIA
. \:‘*"..Gﬂ./ ii‘,

e

—




 LAMPIRAN [}

- PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

.. NOMOR 44 TAHUN 2021

“TENTANG 7. ¢

‘PENDELEGASIAN = WEWENANG DAN/ATAU
PEMBERIAN~ - KUASA DALAM RANGKA
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN,
PEMINDAHAN/MUTASI, KENAIKAN PANGKAT,
KENAIKAN . (GAJI ° BERKALA DAN PENINJAUAN
MASA KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGA PEMERINTAH KABUPATEN
BENGKAYANG, ! '

CONTOH PSUL MUTAS] |
LOGO/KOP INSTANSI/OPD .

9 v

Nomor L rrnninnnnniesns s peraseesmesssnes Bengkayang,

Slmt ; 'll"lllllll"“"""",'l!"D“”f'l“ chada .

Lﬂ-p.)piran | nu'vu-u7-.-unp{.-p.g--n--ﬁ...- Yth, ‘."‘

Perfhal | Permiptaan ~  persctujuan

A - mutas| o atas ti - .
‘iamanl!'n?{qHununuuluHNIPn- ) nau'.un"--u'un-p

b iintyk  menduduki
-I‘;Patar!"f""f”"""

Pengan hormat, L _
1, Untuk memperlancar pelaksanaan tugas di ..o kami
¢ ‘membutuhkan Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dibawah ini:

Nama : TSR L LR R R R R R L R AR '---7"v:-v

NIP D esrnrenpeerees st tp e -

Pﬁngka,t ] -i--.'lj--rnl--7ynv---u?--?.l-..":...:.;-

qab‘amp : I“"'..'lill-lnutll""l!l".'lI"l"""":'

OPD : : I'I.'I...-.l||l"'.'l'.‘l"‘.l'll"'!'l. """"

untuk diangkat dalam jabatan ..,.,...... .,..;;.dengan alasan:

a .................... L rara Barescingbessiasare

By thsnshsreresiaghos e iebarssssmenanessbbipasil eeerbarabeisssneegosans

U SR L s1eesrinessspassssasasatsenaties sedvijpgeariogeses .

2, Behubungan dengan hal tersebut kami ﬁiinta ‘persetujuan saudara agar
Pegawal = Negeri Sipil yang, persangkutan dapat di mutasi

aqa.nfu‘-.n--tf-nunnn-"----.---..!uoo....’.....,.~ : NS '
3, Pemikian permintaan kami apabila disetijui agar dapat diberikan surat

pernyatgan persetufuan  © . e
; i o ‘. RIMPINANLEMBAGA
/GUBERNLR/BUPATI/WALIKOTA/OPD

R B P A BB R RN P F R BN eI At AR E AR Ia s A st a R e bbb,

Temhusan djsampalkan depgan hormat kepada :

1, Menter Dalam Negerl Rl © ° '
Pp. Direktyr Jendral Otonomi Daerah di Jakarta;

2, Kepala Ba?(ap Kepegawalan Negara di Jakarta;

3, Eubernur alimantan Barat IR S

. ﬁp.Kepqlg PK_D, Prov.Kalbar di Pontianak;

l.St'nulnllll|ll'|Hlliﬂ.nlllln LA A AR R AN TR

1




"4 LAMPIRAN ‘1l
' .. PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
" NOMOR ' AQ TAHUN 2021

TENTANG:
PENDELE@RASIAN WEWENANG DAN/ATAU
PEMBERIAN | KUASA DALAM RANGKA
PENGANQKATAN, PEMBERHENTIAN,
PEMINDAHAN/MUTASI, KENAIKAN PANGKAT,
KENAIKAN GAJI BERKALA DAN PENINJAUAN
MASA KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN ° PEMERINTAH KABUPATEN

BENGKAYANG. |
CONTQH PERSETUJUAN MUTASI PNS
LOGO/KOP INTANSI/ QPD
Nomor ; eeteeserasteresptesasy  seessesssssscssasrsassreases
Sifat ! Kepada,
Wnplran l Yth- I ANy aeaiRioauigictearanrioisunrnraner eeseevensannns
Perihal i Persetujuan mutgsi atas nama '
LRI I di -
NIP e, ‘
'.m.v.-ll.l.l' lllllllllllllllllll CEE AR R L L L
1, Berdasarkan permintaan pcreetwuan mutasi dari ......oeeeevinniieeinnns dengan
© o gurat Nomor! L..eeeeeen AR A tanggal ......................... , maka yang
hertanda tangan dibawah ini:
Nam&; T rerrrrsrrersy
NIP ? fTHtIsrT e reanagy TpreprgrrvagRAN N Frmsrsane
_ Pangkat v g s
Jabatan : ;'Q‘l't"l;"".l."'!'ﬂ“H'l;lll‘l"‘!"""

pcngan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Pegawai Negeri Sipil

rsebu; di bawah mi

Namq ,..; ..................... P Eetpeegaegace

NIP - | rpeesiisersscecaennennaranes perrpiarplonyese

Pangkat bt s sy e

Jal)a{an : ;.'!'!" ------- {1---0«u--vununu_€- """"

mmnﬁi ; ull ;r trqqeee M AAAAAAA AN L) .

disctpim untuk mutaSI di hngkungan riiyeresanerteasenaeeaneans untuk diangkat
dalﬂ 1 Jabatan fouencenqopens uu R .--c!-n.-' --------- dengan kctcntuan

bahwg Pegawai Ncgen Sipil -yang bersangkutan tetap melaksanakan
ekexjaannya sehari-hari scbclum ada keputusan pengangkatannya
pada mstansi baru, AW e

2, Dcmikiau surat persctujuan mi dibuat untuk digunakan sebagaimana

mestinya ' -
o PIMPINANLEMBAGA

/ GUBERN UR/ BUPATI/WALIKOTA/OPD

Temhbyaan q!aampaikan dcngan hormat kepada : N
1, Menter{ Dala Negeri RJ -
Pp. Plrektpr J !J\dral Otopom| Daerah di Jakarta;
2, Kepala Badap cpegawgqu Ncgara di .fakar;a,
3 Qubernyr Kalimantan Harat
Pp.Kepala B p Prov. I{a;bm di Pontianalc' -

4 atn”l n"ﬂll"l””n e nnl !o vrvens LLEREEX]

. ,BAuJ‘ ANUS DARWIS

\ —b.‘
: ‘ _A* 47




